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  ABSTRAK  - Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam pemungutan 
retribusi serta untuk meningkatkan pengaturan pelayanan di lingkungan 
Terminal Penumpang Yogyakarta diperlukan penyesuaian jenis, komponen 
dan besaran retribusinya. Retribusi Terminal Penumpang yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2000 sudah 
tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi saat 
ini, oleh karena itu perlu dicabut untuk dilakukan penyesuaian jenis, 
komponen dan besaran retribusinya. bahwa untuk maksud tersebut perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Penumpang. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1960; UU No. 
14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. 
 

  - Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang retribusi 
terminal penumpang meliputi nama Retribusi Terminal Penumpang, objek 
retribusi, subjek retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur 
dan besaran tarif retribusi, masa retribusi, teknis pengumungatan dan 
pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, serta 
kadarluarsa dan ketentuan pidana. dengan berlakunya Peraturan Daerah 
ini, maka Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2000 
tentang Retribusi Terminal Penumpang dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi. hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. pengaturan terkait program pembentukan peraturan 
daerah dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan 
kepastian hukum terhadap penyelenggaraannya di Kota Yogyakarta. 
Pengaturan dalam Perda ini. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini diundangkan 28 November 2006 dan 
mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. 

 
  -  Penjelasan Terdiri Atas 19 Halaman 
  -   
 


